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BUPATI KATINGAN
/

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2011

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan
permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2011.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Katingan Nomor 18 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



10.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Noror 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Ncmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rzpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan . Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerini:ah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun' 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomcr 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintaly Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembarar Negaré Republik Indonesia Nomor 4614);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pndapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang
Standar Biaya Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) butir sehingga
pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Uraian pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran I.



Menetapkan

20.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaiman
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pndapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang
Standar Biaya Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2011, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) butir sehingga

pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Uraian pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran 1.



(2) Uraian yang dimaksud khusus angka 5.4.2.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, | 2 Seperee=2011

BUPATI KATINGAN,

/

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 13~ FepTexe2011 BAGIAN HUKUM ]
SEKRETARIS DAERAH SEKDA ‘
KABUPATEN KATINGAN;, ASISTEN /“p
f KABAG |25
‘ KASUBBAG | ¢
CHRISTANTWO TATEL LADJU KONSEPTOR «\Q\

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : &g



Lampiran : Peraturan Bupati Katingan Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011
Nomor : 2§ TAhew Soil

Tanggal : |5 Soprerewi Dou

5.4.2. Belanja Langsung

Semula berbunyi :
3) Tenaga Kontrak berdasarkan maksud dan tujuan pengadaannya
sebagaimana dimaksud poin 5.4.2.2. huruf i angka (2) diklarifikasikan menjadi

- Tenaga ahli bidang medis terdiri dari tenaga Dokter Spesialis PTT, Dokter
Umum/Gigi PTT;

- Tenaga Sukarela Kesehatan;

- Tenaga Pemadam Sukarela Pemadam Kebakaran;

- Tenaga Umum lainnya.
Di ubah menjadi :

3) Tenaga Kontrak berdasarkan maksud dan tujuan pengadaannya
sebagaimana dimaksud poin 5.4.2.2. huruf i angka (2) diklarifikasikan menjadi

- Tenaga ahli bidang medis terdiri dari tenaga Dokter Spesialis PTT, Dokter
Umum/Gigi PTT,;
- Tenaga Sukarela Kesehatan;

- Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja;

- Tenaga Pemadam Sukarela Pemadam Kebakaran;

- Tenaga Umum lainnya.

5.4.2 Belanja Langsung
Semula berbunyi :
7) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.2 huruf i angka (3) Tenaga
pemadam Kebakaran diberi penghasilan/upah yang ditetapkan sebesar
Rp.42.850,00 per orang yang dihitung sebulan penuh (sesuai bulan

kalender);
Di ubah menjadi :

7) Sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.2 huruf i angka (3) Tenaga
pemadam Kebakaran dan Satwan Polisi Pamong Praja diberi
penghasilan/upah yang ditetapkan sebesar Rp.42.850,00 per orang yang
dihitung sebulan penuh (sesuai bulan kalender);



5.4.2 Belanja Langsung
Semula berbunyi :

8) Tenaga pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.2
angka (3) dapat diberi uang piket sebesar Rp.500.000,00 per orang per

bulan;
Di ubah menjadi :
8) Tenaga pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana dimaksud pada point 5.4.2.2 angka (3) dapat diberi uang
piket sebesar Rp.500.000,00 per orang per bulan;

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : ..0..%



